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© Saifoe El Unas

Dalam UU No. 18/1999 pasal 14, para pihak dlm

pekerjaan konstruksi terdiri dari :

1. Pengguna Jasa

2. Penyedia Jasa

Pengguna Jasa adalah pihak pemberi tugas atau

pemilik pekerjaan/proyek yg memerlukan layanan

jasa konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pihak yg kegiatan usahanya

menyediakan layanan jasa konstruksi.
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Para pihak yang langsung terkait (terlibat) dg

pengadaan :

1. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA).

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK / PPKom).

3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat 

Pengadaan.

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

(PPHP).

5. Penyedia Barang/Jasa.

Para pihak yang tidak langsung terlibat dg

pengadaan :

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
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Tugas dan wewenang PA :

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

b. mengumumkan secara luas RUP paling kurang

di website instansinya

c. menetapkan PPK;

d. menetapkan Pejabat Pengadaan;

e. menetapkan PPHP;

f. menetapkan penyedia jasa (pemenang) utk

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dg

nilai pekerjaan > Rp 100 M, atau
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Tugas dan wewenang PA :

g. menetapkan penyedia jasa (pemenang) utk

Jasa Konsultansi dg nilai pekerjaan > Rp 10 M;

h. mengawasi pelaksanaan anggaran;

i. menyampaikan laporan keuangan;

j. menyelesaikan perselisihan antara PPK dg

ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi

perbedaan pendapat; dan

k. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan

seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

PA pd Kementerian/Lembaga/Institusi dapat

menetapkan ≥ 1 KPA.

PA pd PemDa dapat mengusulkan ≥ 1 KPA kpd

Kepala Daerah utk ditetapkan.

KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan

oleh PA.
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Tugas dan wewenang PPK :

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa, meliputi:

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ);

c. menyetujui bukti pembelian atau

menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja

(SPK)/surat perjanjian;

Tugas dan wewenang PPK :

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia

Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan Pengadaan kepada

PA/ KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa kepada PA/KPA;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan, penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan

pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
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Tugas dan wewenang PPK :

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh

dokumen pelaksanaan Pengadaan.

PPK wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh

Kelompok Kerja (Pokja ULP) dengan nilai pek :

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya > Rp 200 juta.

b. Pengadaan Jasa Konsultasi > Rp 50 juta.

Jumlah anggota Pokja harus gasal, minimal 3 dan

wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa.
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Tugas dan wewenang Pokja ULP :

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan di

website instansi masing-masing dan papan

pengumuman resmi;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan

harga terhadap penawaran yang masuk;

Tugas dan wewenang Pokja ULP :

g. menjawab sanggahan;

h. menetapkan pemenang dg nilai pekerjaan di

bawah yang ditetapkan oleh PA.

i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan

Dokumen Pemilihan kepada PPK;

j. menyimpan dokumen asli pemilihan;

k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan

kepada Kepala ULP.

l. memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan Pengadaan kepada PA/KPA.
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Tugas dan wewenang Pejabat Pengadaan hampir

sama dengan Pokja ULP, kecuali pada nilai

pekerjaan :

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya ≤ Rp 200 juta.

b. Pengadaan Jasa Konsultasi ≤ Rp 50 juta.

Tugas dan wewenang PPHP :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa

setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara

Serah Terima Hasil Pekerjaan.
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Persyaratan Penyedia (Pasal 19 Perpres 54 dan

perubahannya) :

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha

(≈ memiliki izin, jasa konstruksi : SIUJK);

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan

teknis dan manajerial untuk menyediakan

Barang/ Jasa;

c. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yg

sesuai untuk Usaha Kecil serta kemampuan

pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk

usaha non-kecil (≈ SBU);

d. memperoleh paling kurang 1 pekerjaan sebagai

Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4

tahun terakhir, kecuali bagi Penyedia yang

baru berdiri kurang dari 3 tahun;

e. memiliki sumber daya manusia, modal,

peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan

dalam pekerjaan :

• Tenaga Ahli : SKA

• Tenaga Terampil : SKT
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f. Khusus utk Pekerjaan Konstruksi, memiliki

Kemampuan Dasar (KD) ≥ HPS

KD = 3 NPt, NPt = Nilai Pengalaman tertinggi

dlm 10 tahun terakhir;

g. Khusus utk Pekerjaan Konstruksi, memiliki Sisa

Kemampuan Paket (SKP):

SKP = KP – jumlah paket yg sedang dikerjakan

KP = 5 (Usaha Kecil)

KP = 6 atau 1,2 N (Usaha non Kecil)

N = jml paket terbanyak dpt dikerjakan

bersamaan dlm 5 th terakhir

h. Khusus utk Pekerjaan Konstruksi, memiliki

Dukungan Keuangan dr Bank minimal 10% dr

HPS;

i. Perusahaan & manajemennya tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan

usahanya tidak sedang dihentikan, tidak

sedang menjalani sanksi pidana, tidak masuk

dlm Daftar Hitam, dinyatakan dalam Surat

Pernyataan;
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j. Khusus utk Pekerjaan Konstruksi, memiliki

Dukungan Keuangan dr Bank minimal 10% dr

HPS;

i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun terakhir;

k. menandatangani Pakta Integritas.


